
MENTERIKEUANGAN 
REPUBLlK lNDONESIA 

SALINAN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 231/PMK.07/2020 

TENTANG 

TATA CARA PENYAMPAIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH, 

Menimbang 

LAPORAN DATA BULANAN, DAN LAPORAN 

PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa ketentuan mengena1 penyampaian informasi 

keuangan daerah dan laporan data bulanan telah diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

04 /PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian 

Informasi Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 18/PMK.07 /2017 tentang Konversi Penyaluran 

Dana Bagi Hasil dan/ atau Dana Alokasi Umum dalam 

Bentuk Nontunai, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

85/PMK.03/2019 tentang Mekanisme Pengawasan 

Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak 

atas Belanja yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah; 

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyampaian 

informasi keuangan daerah dan laporan data bulanan serta 

mempercepat evaluasi pengelolaan keuangan daerah, perlu 

mengatur kembali ketentuan mengenai penyampaian 

informasi keuangan daerah dan laporan data bulanan serta 

mengatur ketentuan mengenai penyampaian laporan 

pemerintah daerah lainnya; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 8 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah 

Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara 

Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data 

Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya; 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan 

229/PMK.01/2019 

Menteri Keuangan 

tentang Perubahan Kedua 

Nomor 

atas 
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1745); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA 

PENYAMPAIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH, LAPORAN 

DATA BULANAN, DAN LAPORAN PEMERINTAH DAERAH 

LAINNYA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah 

Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah. 

3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan 

Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang 

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

4. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut 

Kuasa BUD adalah pejabat di lingkungan SKPKD yang 

diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas 

Bendahara Umum Daerah dan mempertanggungjawabkan 

pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah. 

5. Sistem lnformasi Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat SIKD adalah suatu sis tern yang 

mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta 

mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data 

terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 4 -

masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan 

dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan 

pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. 

6. Agen SIKD adalah perantara integrasi dan komunikasi data 

yang menghubungkan antara SIKD Daerah dengan SIKD 

Nasional. 

7. Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat IKD 

adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan 

daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan 

SIKD. 

8. Data Transaksi Pemerintah Daerah adalah data yang 

memuat seluruh jenis transaksi Pemerintah Daerah 

keuangan maupun non keuangan termasuk rincian 

transaksi pendapatan dan belanja per bukti transaksi 

dalam Rekening Kas Umum Daerah, paling kurang dapat 

menggambarkan posisi kas, realisasi Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, dan laporan keuangan secara lengkap 

dan andal. 

9. Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah adalah 

keterhubungan SIKD daerah dengan SIKD nasional melalui 

implementasi agen Sinergi SIKD dalam rangka penyediaan 

Data Transaksi Pemerintah Daerah. 

10. Posisi Kas adalah saldo kas dan setara kas daerah pada 

periode tertentu setelah dikurangi dengan Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran tahun lalu yang bersumber dari 

dana earmarked dan informasi lainnya tentang dana yang 

berkaitan. 

11. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang 

menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja 

transfer, surplus/ defisit, pembiayaan, dan s1sa 

lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing 

diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 

12. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran belanja 

untuk mendukung kegiatan rutin Pemerintah Daerah yang 

memberi manfaat dalam satu periode akuntansi. 
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13. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran belanja untuk 

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi 

manfaat lebih dari satu periode akuntansi. 

14. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran dari suatu 

entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, 

termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. 

15. Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat DTH adalah daftar yang dibuat oleh Bendahara 

Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kuasa 

BUD yang memuat rincian transaksi harian Belanja Daerah 

per Surat Perintah Membayar/Surat Penyediaan Dana dan 

Surat Perintah Pencairan Dana. 

16. Rekapitulasi Transaksi Harian Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat RTH adalah daftar yang dibuat oleh 

Kuasa BUD yang memuat rekapitulasi dari DTH dalam satu 

wilayah provinsi/kabupaten/kota. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang disetujui Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. 

18. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah 

dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara kepada daerah berdasarkan angka 

persentase tertentu dari pendapatan negara untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

de sen tralisasi. 

19. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU 

adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan 

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan de sen tralisasi. 
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Pasal 2 

( 1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: 

a. penyampaian IKD; 

b. penyampaian laporan data bulanan; dan 

c. penyampaian laporan Pemerintah Daerah lainnya. 

(2) Penyampaian IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, terdiri atas: 

a. APBD; 

b. perubahan APBD; 

c. Laporan Realisasi APBD Semester I; 

d. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdiri atas: 

1. Laporan Realisasi APBD; 

2. Neraca; 

3. Laporan Arus Kas; dan 

4. Catatan atas Laporan Keuangan; 

e. data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan 

kapasitas fiskal daerah; 

f. Dana Dekonsentrasi dan Dana Togas Pembantuan; 

dan 

g. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah. 

(3) Penyampaian laporan data bulanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, terdiri atas: 

a. laporan data untuk menghitung besaran penyaluran 

DBH dan/ atau DAU dalam bentuk nontunai, terdiri 

atas: 

1. Perkiraan Belanja Operasi, Belanja Modal, Transfer 

Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer Bantuan 

Keuangan untuk 12 (dua belas) bulan; 

2. Laporan Posisi Kas bulanan; dan 

3. Ringkasan Realisasi APBD bulanan; dan 

b. laporan DTH dan RTH serta informasi pada tabel SIKD. 

(4) Penyampaian laporan Pemerintah Daerah lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: 

a. Laporan Operasional; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Laporan Perubahan Ekuitas; 
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d. Laporan Capaian Output APBD Triwulanan; 

e. Laporan Pemerintah Daerah dalam rangka konsolidasi 

fiskal nasional, an tara lain : 

1. konfirmasi penerimaan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa berupa Lembar Konfirmasi Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa dan Lembar Rekapitulasi 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 

2. laporan pemanfaatan sementara dan 

penganggaran kembali sisa DBH SDA Kehutanan 

Dana Reboisasi; 

3. laporan rencana defisit APBD; 

4. laporan posisi kumulatif pinjaman Daerah; 

5. pemberian sanksi administratif terhadap 

pemegang izin usaha pertambangan atau izin 

usaha pertambangan khusus yang tidak 

membayar pendapatan negara; 

6. pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk 

mengalokasikan belanja wajib dalam APBD paling 

sedikit sebesar yang diamanatkan dalam 

peraturan perundang-undangan; 

7. pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam 

melakukan pemutakhiran Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial; 

8. pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah terkait 

dengan penyesuaian tarif dan pengawasan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

9. pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk 

menggunakan aplikasi pada SIKD dalam 

menyampaikan data/ informasi/ laporan ke 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; 

10. pemenuhan kewajiban administratif lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

11. laporan pemerintah daerah sesuai permintaan 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 
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(5) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf d dan laporan Pemerintah 

Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

huruf a, b, dan c dalam bentuk laporan keuangan yang 

telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan atau 

Peraturan Daerah. 

(6) Laporan data bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf a merupakan data dari seluruh SKPD terkait 

yang sudah dikonsolidasikan oleh SKPKD. 

(7) Ketentuan mengenai laporan pemerintah daerah lainnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e angka 1 

sampai 10 diatur sesuai dengan peraturan perundang­

undangan. 

BAB II 

TATA CARA PENYAMPAIAN IKD, LAPORAN DATA BULANAN, 

DAN LAPORAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 

Bagian Kesatu 

Penanda Tangan 

Pasal 3 

(1) IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

ditandatangani sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Laporan data bulanan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (3) huruf a dan laporan Pemerintah Daerah 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) 

huruf a, b, c dan d ditandatangani oleh Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah atau pejabat yang lebih tinggi yang 

membidangi keuangan. 

(3) Laporan data bulanan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (3) huruf b ditandatangani oleh Kuasa BUD. 

(4) Laporan pemerintah daerah lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e angka 11 

ditandatangani sesuai dengan peraturan perundang­

undangan atau pejabat yang berwenang. 
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Bagian Kedua 

Penyampaian 

Pasal 4 

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan IKD, laporan data 

bulanan, dan laporan Pemerintah Daerah lainnya dengan 

ketentuan: 

a. IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur 

Jenderal Perimbangan Keuangan melalui SIKD dan 

Menteri Dalam Negeri; 

b. IKD sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat pula 

disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri 

teknis terkait sesuai kebutuhan; 

c. laporan data bulanan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (3) huruf a dan laporan Pemerintah 

Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (4) huruf a, b, c, d dan e angka 11 disampaikan 

oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. 

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui 

SIKD; dan 

d. laporan data bulanan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Kuasa BUD 

kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 

melalui SIKD. 

(2) Dalam hal pada aplikasi SIKD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c belum tersedia, laporan pemerintah 

daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 

(4) huruf d dan huruf e angka 11, dikirimkan dalam 

bentuk file pindai Format Dokumen Portabel (Portable 

Document Format/ PDF) ke dalam akun surat elektronik 

(email) resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan 

data bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c dan huruf d diatur dengan Peraturan Direktur 

Jenderal Perimbangan Keuangan. 
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Bagian Ketiga 

Bentuk dan Format Penyampaian 

Pasal 5 

(1) IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a 

sampai dengan huruf e, laporan data bulanan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dan 

laporan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, b, dan c 

disampaikan dalam bentuk pindai Format Dokumen 

Portabel (Portable Document Format/ PDF) dan arsip data 

komputer melalui SIKD. 

(2) Laporan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d disampaikan 

dalam bentuk pindai Format Dokumen Portabel (Portable 

Document Format/ PDF) melalui SIKD. 

(3) Laporan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e angka 11 

disampaikan dalam bentuk dan format sesuai permintaan 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 

(4) Pindai Format Dokumen Portabel (Portable Document 

Format/PDF) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan hasil pindai IKD dan laporan Pemerintah 

Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(4) huruf a, b, c, dan d yang ditandatangani oleh pejabat 

yang berwenang dan diberi cap dinas. 

(5) Pindai Format Dokumen Portabel (Portable Document 

Format/ PDF) se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri 

atas: 

a. APBD, terdiri atas: 

1. salinan batang tubuh APBD; dan 

2. ringkasan APBD; 

b. perubahan APBD, terdiri atas: 

1. salinan batang tubuh perubahan APBD; dan 

2. ringkasan perubahan APBD; 
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c. Laporan Realisasi APBD Semester I berupa ringkasan 

Laporan Realisasi APBD Semester I; 

d. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan laporan 

Pemerintah Daerah lainnya, terdiri atas: 

1. laporan keuangan yang telah diperiksa Badan 

Pemeriksa Keuangan, terdiri atas: 

a) lembar opini dari Badan Pemeriksa Keuangan; 

dan 

b) laporan keuangan, terdiri atas: 

1) La po ran Realisasi APBD; 

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

3) Neraca; 

4) Laporan Operasional; 

5) Laporan Arus Kas; 

6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

7) Catatan atas Laporan Keuangan; atau 

2. Peraturan Daerah, terdiri atas: 

a) salinan batang tubuh Peraturan Daerah; dan 

b) laporan keuangan, terdiri atas: 

1) La po ran Realisasi APBD; 

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

3) Neraca; 

4) Laporan Operasional; 

5) Laporan Arus Kas; 

6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

7) Catatan Atas Laporan Keuangan. 

e. data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan 

kapasitas fiskal daerah; 

f. ringkasan pembiayaan; 

g. daftar pinjaman; 

h. rincian Perhitungan Fihak Ketiga Pemerintah Daerah; 

1. Laporan Capaian Output APBD Triwulanan; 

J. Laporan Pemerintah Daerah sesuai permintaan 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 12 -

(6) Pindai Format Dokumen Portabel (Portable Document 

Fonnat/ PDF) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a 

sampai h disampaikan dalam bentuk dan format sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Pindai Format Dokumen Portabel (Portable Document 

Fonnat/PDF) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i 

tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(8) Pindai Format Dokumen Portabel (Portable Document 

Fonnat/ PDF) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j 

disampaikan dalam bentuk dan format sesuai permintaan 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 

(9) Arsip data komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. APBD/perubahan APBD; 

b. Laporan Realisasi APBD Semester 1; 

c. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 

d. Laporan Pemerintah Daerah lainnya; 

e. data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan 

kapasitas fiskal daerah; dan 

f. laporan data bulanan Pemerintah Daerah. 

(lO)Arsip data komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 

huruf a sampai dengan huruf d disampaikan dalam format 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 

(1 l)Arsip data komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 

huruf e disampaikan dalam format sesuai permintaan 

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 

(12)Arsip data komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (9) 

huruf f disampaikan dalam format tercantum dalam 

Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(13)IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f 

dan huruf g disampaikan dalam bentuk dan format sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Keempat 

Batas W aktu Penyampaian 

Pasal 6 

(1) Batas waktu penyampaian IKD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a paling lambat tanggal 31 

Januari. 

(2) Batas waktu penyampaian IKD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling lama 30 (tiga puluh) 

hari terhitung sejak tanggal ditetapkan perubahan APBD. 

(3) Batas waktu penyampaian IKD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c paling lambat tanggal 30 

Juli. 

(4) Batas waktu penyampaian IKD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, huruf f, huruf g, dan 

laporan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, b, dan c paling 

lambat tanggal 31 Agustus. 

(5) Batas waktu penyampaian IKD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e sesuai permintaan 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 

(6) Batas waktu penyampaian laporan data bulanan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) paling 

lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 

(7) Batas waktu penyampaian laporan Pemerintah Daerah 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) 

huruf d paling lambat tanggal 14 bulan pertama triwulan 

berikutnya. 

(8) Batas waktu penyampaian laporan Pemerintah Daerah 

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) 

huruf e angka 11 paling lambat sesuai permintaan 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 
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(9) Dalam hal tanggal 5 bulan berikutnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) dan tanggal 14 bulan pertama 

triwulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

bertepatan dengan hari libur atau hari kerja yang 

diliburkan, batas waktu penyampaian pada hari kerja 

berikutnya. 

Pasal 7 

(1) Laporan DTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (3) huruf b disusun oleh Bendahara Pengeluaran 

SKPD dan disampaikan kepada Kuasa BUD. 

(2) Penyampaian laporan DTH sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) paling lama hari kerja pertama setelah bulan yang 

bersangkutan berakhir. 

Bagian Kelima 

Penyampaian Melalui 

Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah 

Pasal 8 

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah telah melakukan 

Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah, 

Pemerintah Daerah dapat melakukan penyampaian 

melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah 

melalui SIKD. 

(2) Penyampaian melalui Interkoneksi Data Transaksi 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan untuk laporan data bulanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 2 dan 

angka 3 dan huruf b untuk Pemerintah Daerah yang 

memiliki status koneksi aktif. 

(3) Mekanisme proses bisnis penyampaian laporan data 

bulanan melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum 

dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
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(4) Status koneksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

didasarkan pada status agen SIKD Pemerintah Daerah 

aktif dan posisi data terakhir yang ditarik paling lama 7 

(tujuh) hari sebelum pemantauan status koneksi aktif. 

(5) Pemantauan status koneksi aktif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dilakukan paling lambat tanggal 2 bulan 

berikutnya. 

(6) Ketentuan mengenai penyampaian melalui Interkoneksi 

Data Transaksi Pemerintah Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) untuk penyampaian selain laporan 

data bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

mekanisme proses bisnisnya diatur dengan Peraturan 

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 

BAB III 

SANKS! 

Pasal 9 

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan IKD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sampai 

dengan batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (5), Direktur 

Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri 

Keuangan memberikan peringatan tertulis kepada 

Pemerintah Daerah. 

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak 

tanggal batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (5). 

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan IKD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga 

puluh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan peringatan 

tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur 

Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri 

Keuangan melakukan penundaan penyaluran DAU atau 

DBH setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. 
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(4) Penundaan penyaluran DAU atau DBH sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap bulan sampai 

dengan disampaikannya IKD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

Pasal 10 

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan arsip 

data komputer laporan data bulanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sampai dengan batas 

waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 ayat (6), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas 

nama Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan 

penyaluran DAU atau DBH. 

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan 

pindai Format Dokumen Portabel (Portable Document 

Fonnat/ PDF) laporan pemerintah daerah lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d 

sampai dengan batas waktu penyampaian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7), Direktur Jenderal 

Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan 

dapat melakukan penundaan penyaluran DAU atau DBH. 

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan 

laporan pemerintah daerah lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e angka 11 

sampai dengan batas waktu penyampaian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8), Direktur Jenderal 

Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan 

dapat melakukan penundaan penyaluran DAU atau DBH. 

(4) Penundaan penyaluran DAU atau DBH sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan 

untuk periode bulan atau tahap berikutnya. 

Pasal 11 

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyampaikan IKD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Direktur 

Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri 
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Keuangan menyalurkan kembali DAU atau DBH yang 

ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). 

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyampaikan arsip 

data komputer laporan data bulanan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1), Direktur J enderal 

Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan 

menyalurkan kembali DAU atau DBH yang ditunda. 

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyampaikan pindai 

Format Dokumen Portabel (Portable Document Format/PDF) 

laporan pemerintah daerah lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Direktur Jenderal 

Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan 

menyalurkan kembali DAU atau DBH yang ditunda. 

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyampaikan 

laporan pemerintah daerah lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Direktur Jenderal 

Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan 

menyalurkan kembali DAU atau DBH yang ditunda 

(5) Penyaluran kembali DAU atau DBH yang ditunda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) 

dan ayat (4) dilakukan secara sekaligus sebesar DAU atau 

DBH yang ditunda pada periode penyaluran berikutnya. 

Pasal 12 

(1) Penundaan penyaluran DAU atau DBH sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (1), 

ayat (2) dan ayat (3) dan penyaluran kembali DAU atau 

DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat 

(2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan 

Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur 

Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri 

Keuangan. 

(2) Penundaan penyaluran DAU atau DBH dan penyaluran 

kembali DAU atau DBH sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Men teri 

Keuangan mengenai pengelolaan DAU dan/ atau DBH. 
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Pasal 13 

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan: 

a. IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l); 

b. ars1p data komputer laporan data bulanan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan 

c. pindai Format Dokumen Portabel (Portable Document 

Format/ PDF) laporan pemerintah daerah lainnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan 

ayat (3) 

sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tahun 

anggaran berakhir, DAU atau DBH yang ditunda 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan/ atau 

Pasal 10 ayat ( 1), ayat (2) dan ayat (3) disalurkan kembali. 

(2) Penyaluran kembali DAU atau DBH sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan secara sekaligus 

sebesar DAU atau DBH yang ditunda paling lambat 2 (dua) 

hari kerja sebelum akhir tahun anggaran berjalan. 

(3) Penyaluran kembali DAU atau DBH yang ditunda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai 

dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

pengelolaan DAU dan/atau DBH. 

(4) Penundaan penyaluran DAU atau DBH sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberlakukan kembali 

pada tahun anggaran berikutnya dalam hal Pemerintah 

Daerah tidak menyampaikan IKD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04 /PMK.07/2011 

tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 9); 
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b. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Lampiran yang mengatur 

mengenai format Perkiraan Belanja Operasi, Belanja 

Modal, Transfer Bagi Hasil Pendapatan, dan Transfer 

Bantuan Keuangan Bulanan, format Laporan Posisi Kas 

Bulanan, format Ringkasan Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bulanan, format 

Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten/Kota Bulanan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 18/PMK.07 /2017 tentang Konversi 

Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/ atau Dana Alokasi 

Umum Dalam Bentuk Nontunai (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 287); dan 

c. Pasal 8, Pasal 10, Lampiran I, dan Lampiran II 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2019 

ten tang Mekanisme Pengawasan Terhadap 

Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak atas 

Belanja yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 619), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 15 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan 

puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Desember 2020 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Desember 2020 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1679 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u.b. 
Kepala Bagian .qw.r1~~J ~i ~~~"t1 ~~:,1..1,~" '.t: 
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A. FORMAT LAPORAN DATA BULANAN PEMERINTAH DAERAH 

LAMPIRAN 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 231/PMK.07/2020 
TENTANG 
PENYAMPAIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH DAN 
LAPORAN DATA BULANAN PEMERINTAH DAERAH 

1. FORMAT PERKIRAAN BELANJA OPERAS!, BELANJA MODAL, TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN DAN TRANSFER 
BANTUAN KEUANGAN BULANAN 

PERKIRAAN BELANJA OPERAS!, BELANJA MODAL, TRA."TSFER BAGI HA.SIL PENDAPATAN, DAN TRANSFER BANTUAN KEUAL~GAN BULANAN 

Tahun Anggaran : 
NamaDaerah ;. Provinsi/Kabupaten/Kota ......................... *) 

{dalam r'ibuan rupiah) 
.JENIS PENGELUARAN KAS JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL. AGT SEP OKT NOV DES JUMLAH 

A. Belania Onerasi 
l. · Belanja Pegawai 
2. Belan,ia Barang 
3. BelaniaBunga 
4. Belania Subsidi 
5. Belanja Hibah : 

6. Belania Bantu.an Sosial 
Jumlah Belan_ja Qperasi 

B. Belanja Modal 
L Belagia T:~ah 
2. Belarija Peralatan dan Mesin 
3. Belania Gedung dan .Banmman 
4. Belania Jalari, Irigasi, dan Jaringa.n 
5. BelanJa Aset 'tetao Lainnva 
6. Belan.ia. Aset Lairtnva 

Jumlah Belanja Modal 
C. Transfer Brun Basil Pendapatan 

1. Transfer B.m Hasil Paiak Daerah 
2. Tra.risfer Bagi Ha.sil Retribusi D.aerah 
3. Transfer Bagi Hasil Pendapatan La.inn.va 

Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan 
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{dalam ribuan ;rupiah} 
JENIS PENGELUARAN KAS JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT· SEP OKT NOV DES JUMLAH 

D. Transfer Bantu.an KeuaW!an 
1. Transfer Bantu.an Keua.ri.gan ke Pemerintah Daerah Lainnva 
2. Transfer Banfuan Keumgan keDesa 
3. Transfer Bantmfu Keuangan Lainnva 
4. Transfer Dana Otonomi Khusus 

Ju:mlab Transfer Bantuan. Keuangan 
JU11llah Belanja dan Transfer {A+B+C+Dl 

BAGIAN BELANJA DAN TRANSFERDARI SiLPATAHUN LALU JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES JUMLAH 
YANG BERSUMBER DARI DANA EARMARKED 

L Belan,ia Ot,erasi 
2. BelanJa Modal .. 

3. Transfer Bagi Hasil Pendaoatan 
4. Transfer Bantu.an Keuangan 

Jumlah (1+2+3+4} 
*) Coret yang tidak perlu 

Tempati Tanggal - Bulan -- Tahun 
Kepala Daerah atau Pejab,at Pengelola Keuaµgan Daerah *} .. , 

Nama 
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2. FORMAT LAPORAN POSISI KAS BULANAN 

Tahun .Angpra:n. 
Bulan 1< ,, 
Nama Daerab : Provins:VKabupat,en/:Kota .... ,. ........ ,,., .......... , ~,, 

INPO'.RMASI 

b. las ' · . · • htU'"f1l 'P-eii~maan 
c. Kas di oil lq~ ~;I tf,J, ~.f';'I t:,1 tl!:t''!i-f'lf'~,'t i,t,,,"!4 0t,.: -

a1,truktut':da1am ra~.-ottono.:mi 

'DaeraJi f$dmew.aJ'.q kart• 

JBNIS 

Tempat~ i;rMggal - Eh.din T.a:h.un 
l{e,pal.a. Daer,aJ1 atall.l :Pejalnut :~n;g,"Jo-la. 
K~uangan Dacrah.*) 
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3. FORMAT RINGKASAN REALISASI APBD PROVINS! BULANAN 

11!iibUtt Angg-.e 
Bulan 
Nama .. Daerab :: P:ro1-m,si HiH;! ...... .,., .,. .• ,.,. "''""·n·,,·. , ... 

Jum~h ~~, ;loo. K!libYfii11fum}Xeim 1f$a, ~.di 55~ _.,, .... 
:to'tMt ~Ji :PAft' 'flt.Al'{DJHl :{lo·•$') 

lttffll!!.,..!M'.9, ..... ,, ....... :····""'::· ' ' '' ··~Ml*I 1 11 
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Phijllman. :oatllkm "'*rJ- '.Pcmeflnt11h 
PJl:ljgm~ Dmr1tm N•ri-• .Pt:m~h'll~"!"'1 -~n:!""·ffl'll-. · ."":'J:i--.· .Lit~' "l""fai"""i~--.. ill-------

. ~~t N .. crf .. L=nb!){pl~11 &liiilk 

:~m~f•ttfl. f{jkjlil Pim.lama,, Pj;}itfa• ·· ~tl"' um.~ K~~~illka.tk 
~m1-ymim ~k.·A~j~il» :P~ilfiil N~ed-~-;iL;mi"'~~w'l""~-,i-. -~--......... .-..... 
Bank 

3l ~b~111naiil~l&J!l.imjimi~imiNig1:1t•-®11~:.fi ~,2~---: ~--=-~-------➔---,,_,,..-~--.... --"! 
83 

jrcm:iJmt~ -:~nggi!iM:mlm•"f:ahl;;!n. 
Oubemu:r[P,aj~b11, :Pe~:lola Kcuan~ Da~tllih. 
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4. FORMAT RINGKASAN REALISASI APBD KABUPATEN/KOTA BULANAN 

RJN'GKASAN REAUSASl' APBD BULANAN 

Ta.bun ,Anggatan 
Bulan ···• 
Nama Daer,rlh 

f .· .. •··.... 'T,ijiilfet Pier:netin:~~ftPusat:,.Dana Tnlln$fer . ,m, ) 
'~::..J..---.;;.;,;,;;,.,..;.;;. ........... 

l)ma Daert11h 
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1.emiutt, T:angp,l-~u1an""Tahun 
Bup$:tj/Wafikt)ita/Pe,jS!bttt :Penplwa. lteuar13im D~mh 
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5. FORMAT DAFTAR TRANSAKSI HARIAN BELANJA DAERAH (DTH) 

PAFTAR TRANSAKSI HARIAN BELANJA DAERAH (DTH) 
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ........ n••fl) •......... 

BULAN ..... ;, .. (2) •.....•.•.. · 
TAHUN ANGGARAN .. ~ ....... (3) ......... . 

SKPD/KUASABUD : .......... (4)~ ........ . 

KODE $KPD : ........... (5) ......... . 

SPM/SPD SP2D POTOW.lAN PA.JAX 
KQl:iE NPWP NAMA 

NO. 
NII.AI Nll..At. i\KUN· REI<ANAN/ REKANAN/ ·u~o:r KODE JENIS JUMMH 

NOMOR BELANJA. NOMOR BEI.ANJA BE!..ANJA BENDA!~ BENDAHARA 
(Rp) 

}\IWN llAJAK (Rp) 
(Rp) 

{6J f7} (8} (9) (10} CU) (12} (13) (14) (15) (Hi) 

Total .. (18),. .. (19) .. ,;(20), .• .. (21J,. . . - ,.(22) .. - . 

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan hahwa Daftar Transaksi 

Harian Belanja Dae:rah ini dibua:.t dengan sebenarnya dan s~ya bertanggungjawab 

penuh atas kebe.na~an data yang tercantum dalam Daftar Transaksi Harian BelanJa 

Daeraliin.i. 

M~11getahui1 

Pengguna Anggaran/BUD 

(28) 

......... .(29). .............. . 

NIP~·······~·•(30).~ ...... , .. 

' 

, ....... , .. (.23), ........... ., ............. (24). .. , ....... . 

Bendahara. Pengeluaran SKPD/Kua.sa BUD 

(25) 

. ........... (26) ................ .. 

NIP .•••.....•. (27) .•...••••.. 

J(E1' 

(17) 

. 
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.RE:fUNJUK PENGISIAN 
UAFTAR TRAN$AKS1 HARlAN BEJ,,ANJA PAERAH (':DTE) 

URAIAN ISIAN 
a11 :i1ama 1~rovinsi/kabupa1:en/kota be:d~-t~11aan, 

niu»a bulan 'DTH. 

·mna :$1<.P]O l nama. instiil1.si I{ua,sa. BUP. ------------------------• 
· de; ;S:I{PD<berkm1:aan .. 

(19) Diiai·'dengan Total Nil& Balanja /seltmdi SPM/SPD. 

(?·2L Diiat.·· ~!~l!~P~!a~Ja~k:_:· ___ .,,,,,, ___ . .,. _______ ""'"" 
(23) · D.iisl detigan J1:tW,l8. koti:t: teiP,pat dibua.tt~ya MEL 
(Q4) 

(25) 

{26) 

Koloo:nJdengetahui: 
•Dru:ru.n .hat PTH dib:uat dan ditandatangru1Loleh.B~ndal1ara :p~ngeh.ia1;•ru;1 SKPD~ mat~ 
gt)fotn mengetahui d:ii.sidan .. ditandatang,ani oleh Perxgfuna.J\rl.gJatM/I{epala SKPO. 

•Dalatn hal DTH dibu1atdan.dita11datmganioleh- l'(ua.sa BUD~ n1aka. kolom, meitg~tahu.i, 
difs1. d~tl ditandatan, .. ani oleh BUD· .I<'.e}?Eltil ~fl~~--,------""'-· -­

Diisl den~n 'tantla.~gan B¢~ggu.11a Altggaran/Kepc;J.la Sl<PD·atau BU:0/I(e;.p~la 
·sKPI<D ber:kenaan. · 
't)ij.si d~llffi:Ul ·ltnrifa ]?({11gf¢11a A2ig•lara:n/Kepi.J~l) atau: BU:0/Kepa.la SKP.IID 
berken:aan. 

'"'pf~Jifp:pe~gull~l ~i1ggfA;ran/ Kepala.· SKPD atau. BUD/Kepala Sl{Pril,) 
1:>edt~.ll,a.~:t. · · 
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6. FORMAT REKAPITULASI TRANSAKSI HARIAN BELANJA DAERAH (RTH) 

NO. 
:VlM'· 

Tntat 

REKAPITULASl TRANSAKSI HARIAN BELANJA DAERAH (RTH) 

.NAMA 

SKPD/ 
KOASA:BU:D 

PROVINSl/.KABUPATEN/ KOTA .... •>+•.• •• ,,(lJ ...... ~ ... . 
B:ULAN .... , .... f(2) .. ,H,.4,h 

TAHUN ANGGAMN ........... (3) ........ ! , 

~,UMJ,.AH 
TO't:AJ,. 

TOTAL 

(~pl 

JUl\U,AH 
1'Q'rAf; 

NILA! BEl'..J!il\\1:A 

'f01'AL 

(~:!)) 

Bersama ini terlampi.n 

JUi\1LAH 

POt:ON'UAN 
PPi,JAt{ 

(Rp) 

a. Daftar Traldsaksi Haria11Belanja. Dae:rah yan.gdibua:t ofoh Bendahara 
Pengelu:ar:arn SKPb; dan 

b. Daftar Tran:Saksi. Harian l3elartja Daerah yang.· dibuat ~leh ·Ku.asa BUD:; 

Yang bertandata:ngan di bawah ini menyatakan ba.hwa Re.kapitulasi 

!fiansaksi Harian Bela.nja Daerah Joi dfbuat d.engan seben.wnya dan hetta.nggm1g 

jawah penuh a:ta~ J~ebe11aran dat~ ya.11g t~rc=antun1,. .dalarm. Rekapit11iasi Tre:nsak~ii 

Harian Belan.ja,Daetahini. 

Mengetahul, 

BUD 
(23) 

• • > >H.•.•.•.J24) .. •.•.>.t.L~ .. • .. ·•.• ... •.t·•.• 

NIP .......... +(25) ••...•.•. -r 

............ (18) ............. , ··••·•.1•.•·•·•{l9).,, ......... . 

Bendahara>Pengeluaran·SKPD /Kruitsa HUD 

{20) 
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PETUN~JUK PEN GISlAN 

REKAPITULASI TRA.NSAKSI HARIANBELA.NJA DAERAH (RTH) 

NO' 
'' 

(1) , ])ifsfdengan•narna provinsi/kabupaten/kota berkenaan. 

~-•'~lltl) ml II ilioilllit:.Jlii , ~~~~~~#A't.~~~...m.-..........__........_ _____ ---1 

(a) Diisi 'deng$l tatrm'l ~t~ggara.n APBD berkenaan. 

(4} Diisi dengan. :noinor tin.it 

· (5) D,ijsi.d.~ugan narnisi,PD/,K"Qasa.'!300.m" 
(5) DUs:i. dertganju.m1ah SPM/SPD SKPD/I{uasa: BUD ber.kenaan,. 

(1) .Diisi de;nganjun:dah belanja ;pada. SPM/S]?D SI<P:0/Kuasa BUD be:rkenaan. 

(SJ Dfiai dei1ganjumlah SP.20. SKPD/Ku~sa BUD :ber:kenaa:n. 

(~) Diisi den.g~ Jt1mlah belanja pada SP2:D Sl<PD/Kuasa BU:D berkenaan,, 

(12) Diis'i d.engan. jumlah SKPD clan Kuasa.BUD. 

('13) -Dijs[cieilganjumlah fotalSPM/spb. ------==-------!! 

(15) D.Hsi deng~n jumlah.total SP2D. 

Jl6) Diisi d6-11.ganJttm..lah. nilf;tf belanja. total dalmn SP2D. 
(17) Dii&tden;ga11:Ji.un]ah toted poton_ga_,1_1 _p_a,j-:a-,k-. ~--------""""""""'""""'""""" 

(18) Diisi dengan n.ama kota tempat dihuatnya RtH. 

(J9J Diisi den~n tanggijflbulan fahun saat dibuatnya RTH. 

{2:l} Diisi dengan. nama. 'Kuasa.BUn· herkena.an .. 
(22) DUsi' d~ngan. Nll?·Kttas~,.l3UP' 'b¢rlteµ~f3.n. 
f23) Diisi.,dengan.tan,d:a-:'tartgaiTiflID/KepafuS-l{""""p""""'K""""n-· berkenaan. 

>(24) Oiisi. d:en&an.nama BUD/Kepaia: SK'P'.I~D ·. bedtenaax1. 
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B. FORMAT LAPORAN REALISASI KELUARAN/OUTPUT PENGGUNAAN 
APBD 

LAPORAN REALISASI KELUARAN/OUTPUT PENGGUNAAN APBD 

PROVINS!/ KABUPATEN / KOTA ....................... { 1) 
TRIWULAN ......... (2) TAHUN ............... (3) 

Yang bertanda tangan dibawah ini ....................... (4) menyatakan bahwa saya 
bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Keluaran/ Output 
Penggunaan APBD ini dengan rincian sebagai berikut: 

Sumber Program/ Indikator 
Target Satuan Realisasi Keluaran/Output 

Dana Kegiatan Indikator Indikator TWI TWII TWIII TWIV 
(5) {6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) {13) 

Program ... : 
1. Kegiatan ... 
2. Kegiatan ... 
3. dst. 

Dst ... 

Jumlah 

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya . 

.................... , ........................... (14) 

....................................... (15) 

........................ (16) 

....................................... (17) 
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PETUNJUK PENGISIAN 

NO URAIAN 
( 1) Diisi sesuai dengan nama daerah yang bersangkutan 
(2) Diisi dengan triwulan penyampaian lapori::1n 
(3) Diisi dengan tahun anggaran penyampaian laporan 
(4) Diisi natna pejabat yang menandatangani dokumen 

(5) 
Diisi sesuai dengan sumber dana APBD yang digunakan untuk mendanai 
belania program/kegiatan terkait 

(6) Diisi sesuai nomenklatur program dan kegiatan dari belanja APBD 

(7) 
Diisi dengan nomenldatur indikator capaian keluaran/ output per kegiatan dari 
belanja APBD 

(8) 
Diisi dengan target indikator capaian keluara.n/ output per kegiatan dari 
belania APBD 

(9) 
Diisi dengan satuan dari indikator capaian keluaran/ output per kegiatan dari 
belania APBD 

(10) Diisi dengan realisasi keluaran/ output untuk triwulan I tahun berkenaan 
(11) Diisi dengan realisasi keluaran/output untuk triwulan II tahun berkenaan 
(12) Diisi dengan realisasi keluaran/output untuk triwulan HI tahun berkenaan 
(13) Diisi dengan realisasi keluaran/output untuk triwulan IV tahun berkenaan 
(14) Diisi tempat, tanggal) bulan dan tah.un pe11andatangar1an dokumen 

(15) 
Diisi sesuai dengan Kepala Daerah atau Bendahara Umum Daerah 
bersangkutan. 

(16) 
Tanda tangan Kepala Daerah a.tau Bendahara Umum Daerah bersangkutan 
dan diberi cap dinas basah. 

(17) 
Diisi sesuai dengan nruna Kepala Daerah a.tau Bendahara Umum Daerah 
bersangkutan. 
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C. MEKANISME PROSES BISNIS PENYAMPAIAN LAPORAN DATA BULANAN 
MELALUI INTERKONEKSI 
1. Alur 

Core SIKD DJPK Subdit Data Keuangan Daerah Pemerintah 
Daerah 

Interkoneksi 
Data 

~ 

Trnnsaksi ~ 

I Pemerintah 
Konfinuasi 

Daernh 
ke l\-femperbaiki 

r Pemerintah ~ koneksiagen . 
Daernh SIKD 

Tidak. Scbdtun 
tnnggnl 2 

,, 
Laporau 

-+ 
Monitoring Status 

:Monitoring - Status Koueksi 

Status Koneksi Koneksi Aktif! 

~ -

Tidak 
s.d. tanggal 2 

Ya 
s.d. tanggal 2 

,. 

Pemeri.ntah Daernh 
Pemerintah Daernh 

dinyatakan telah 
tetap ,.._·ajib 

memennhi kewajibau 
menyampaikan 

~ laporan bulanan 
penyampaian lapornu - -
bulanan (Ringkasan (Ring:kasan 

Realisasi APBD. Posisi 
Realism,i APBD. 

Ka,.,. clan DTHiRTH) Posisi Kas. dan 
DTH/RTH) 

2. Prosedur Kerja 
a. Subdirektorat Data Keuangan Daerah melakukan monitoring status 

koneksi melalui aplikasi Core SIKD bagi Pemerintah Daerah yang telah 
melakukan Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah . 

. b. Apabila status koneksi adalah tidak aktif sebelum tanggal 2 bulan 
berikutnya, maka Subdirektorat Data Keuangan Daerah melakukan 
konfirmasi kepada Pemerintah Daerah bahwa status koneksi adalah 
tidak aktif. 

c. Setelah mendapatkan pemberitahuan status koneksi tidak aktif, 
Pemerintah Daerah memperbaiki koneksi Agen SIKD. 

d. Apabila status koneksi adalah aktif sampai dengan tanggal 2 bulan 
berikutnya, maka Pemerintah Daerah dinyatakan telah memenuhi 
kewajiban penyampaian laporan bulanan berupa Ringkasan Realisasi 
APBD, Laporan Posisi Kas, dan DTH/RTH. 

e. Apabila status koneksi adalah tidak aktif sampai dengan tanggal 2 
bulan berikutnya, maka Pemerintah Daerah tetap berkewajiban 
menyampaikan laporan bulanan berupa Ringkasan Realisasi APBD, 
Laporan Posisi Kas, dan DTH/RTH, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u.b. 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

<:!RI MULYANI INDRAWATI 

Kepala Bagian ~~JiltJ.-.R'11.u~,..~ 1 , enterian 
/1 
o, 
cl 
i 
V 

b 

• 
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